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ABSTRAK : - Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif retribusi dan 
pengaturan mengenai peninjauan kembali tarif retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.  

Dasar Hukum  - Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965;  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang   Bersih   dan   Bebas   dari   Korupsi,   
Kolusi   dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara;  Undang-Undang Nomor 1   Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara;  Undang-Undang  Nomor  15    Tahun  2004  
tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015;  Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   1983   
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana  sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang  
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah   Kabupaten   
Blora;   Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten 
Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah.  



       Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  perubahan peraturan daerah 
Kabupaten Blora tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. 
Peninjauan tarif retribusi. Ketentuan lampiran diubah. 
 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus  
2017. 

- Penjelasan: 1 hlm 


